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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian 

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

tidak bisa luput dari peran manusia lain yang ada di sekitarnya. Karena 

kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak 

mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hal ini 

sudah termaktum dalam aturan hukum dalam Islam. Dalam Islam juga mengatur 

tentang bagaimana manusia harus bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan 

manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi yang di atur dalam agama Islam 

yaitu interaksi dalam bidang ekonomi (muamalah).
1
  

Harus ada yang mengatur tentang hubungan antara satu manusia dengan 

manusia lain yang di dalamnya terdapat aturan yang menjelaskan tentang hak dan 

kewajiban atas suatu kesepakatan. Dalam agama Islam aturan semacam ini 

disebut dengan muamalah. Muamalah adalah ilmu yang mengatur kehidupan 

manusia dalam berhubungan dengan manusia, masyarakat dan alam yang 

berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.
2
  

Pada aktivitas ekonomi, seorang muslim tidak hanya sekedar untuk 

memenuhi kebutuhan fisik saja, namun juga merupakan bagian dari bentuk 
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peribadatan kepada Allah SWT. Sehingga dalam setiap tahap dan proses aktivitas 

ekonominya, harus selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Islam untuk mendapatkan 

keberkahan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.
3
 

Seiring kemajuan dan berkembang teknologi,  volume permintaan produksi 

barang dan jasa pun semakin meningkat. Perkembangan ini juga mengubah 

hubungan antara penyedia layanan dan pemakai produk yang turut semakin 

beranjak. Seperti halnya eksistensi yang dialami oleh jasa pengiriman barang. 

Tingginya permintaan masyarakat dalam menggunakan jasa pengiriman barang, 

merupakan bentuk upaya setiap individu maupun kelompok dalam memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Sehingga peran jasa pengiriman barang 

hingga kini dimanapun ia berada akan sangat dibutuhkan. 

Banyak perusahan-perusahaan yang saat ini bergerak dalam bidang 

penyedia jasa pengiriman barang, seperti POS, PT. TIKI,  JNE, J&T dan jalur 

kereta api seperti Kalog, KIB, Herona dan lain sebagainnya. Tujuan dari berbagai 

perusahaan penyedia jasa pengiriman barang tersebut guna memudahkan para 

konsumen dalam mengirimkan barangnya hingga sampai pada tempat tujuannya.  

Tugas dan peran yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang sudah sangat 

difahami oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan telah banyaknya 

agen-agen yang tersebar di berbagai penjuru, baik provinsi, kabupaten, 

kecamatan bahkan hingga desa. Tak terkecuali yang ada di desa Plosokandang 

yang berada di tepat di Jl. Mayor Sujadi Timur No.18 Rt.1 Rw.1 Dusun Kudusan 
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Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Jawa 

Timur. 

Setiap perusahaan jasa pengiriman barang memiliki strategi pemasaran 

yang berbeda-beda. Strategi merupakan rencana yang dimiliki suatu perusahan 

guna dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Salah satunya 

terkait penetapan tarif pengiriman barang. Harga merupakan satu-satunya unsur 

yang dapat mengukur besar kecilnya pemasukan dan pengeluaran suatu 

perusahaan. Oleh karenannya, agar dapat bersaing dengan baik dan sukses dalam 

pemasaran, setiap perusahaan harus tepat dalam mengelola keuangan, salah 

satunya dengan menentukan tarif.  

Pada umumnya perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dapat 

menentukan dan menetapkan tarif secara bebas. Belum ada sumber hukum yang 

mengatur tentang nominal tarif yang dapat dianut oleh semua perusahaan, 

utamanya perusahaan jasa pengiriman barang. Undang-Undang sendiri pun 

belum mengatur tentang penetapan harga maupun tarif secara detail. Sehingga 

menjadi hal yang lumrah apabila menemui perbedaan tarif yang diberikan oleh  

jasa pengiriman barang yang satu dengan yang lainnya.  

Jika menganut pada Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang POS dan 

Peraturan Pemerintah No. 15 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 

tentang POS, di dalamnya hanya mengatur tentang keharusan berbuat keadilan, 

keseimbangan dan lain sebagainya, maka harusnya setiap perusahaan penyedia 

jasa pengiriman barang harus memperhatikan unsur-unsur tersebut. Seperti 
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halnya dalam melakukan proses timbangan, perusahaan harus bersikap jujur 

dalam melakukan pembulatan dan dengan seadil-adilnya 

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 

butir c juga mengatur terkait dengan : “pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan 

ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang 

sebenarnya”. 

Firman Allah dalam Qur’an Surat Hud ayat 84 yang berbunyi: 

وَيََ قَ وْمِ أوَْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ بِِلْقِسْطِ وَلا تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَ عْثَ وْا فِ 

 الأرْضِ مُفْسِدِينَ 

Artinya: 

“Dan Syuaib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan 

dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak 

mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan 

membuat kerusakan.”
4
 

Telah banyak sumber hukum yang seharusnya dapat dijadikan acuan dalam 

bertindak dan berperilaku dalam sehari-hari. Namun hingga kini, masih banyak 

penyelewengan-penyelewengan yang terjadi, seperti halnya dalam penentuan 

berat timbangan. 

Beberapa konsumen yang telah menggunakan jasa pengiriman barang 

mengungkapkan bahwa, sistematika timbangan yang dilakukan oleh beberapa 
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perusahaan penyedia jasa pengiriman barang, sering kali melakukan pembulatan. 

Dan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang tidak 

sesuai ketentuan-ketentuan yang dianjurkan dalam Islam dan hukum positif di 

Indonesia. Prakteknya, apabila barang yang akan dikirim memiliki berat  

mencapai 1,4 Kilogram (Kg), maka para pihak jasa pengiriman barang akan 

dihitung menjadi 2 Kilogram (Kg). Tentu tarif yang ditanggung adalah tarif 

barang memiliki berat 2 kg. Jika dikaitkan dengan penghitungan mutlak 

menggunakan rumus matematika,  1,4 Kilogram (Kg) jika dibulatkan akan  

menjadi 1 Kilogram (Kg).  

Pasalnya ada juga jasa pengiriman barang yang memberlakukan sistem 

pembulatan timbangan dengan berat minimum 10 Kg. Artinya barang yang 

memiliki berat timbangan 1,2,3 kg tarif pengirimannya dianggap sama dengan 

barang yang memiliki berat 10 kg. Hal ini terjadi di beberapa jasa pengiriman 

barang yang menggunakan jalur kereta api seperti kalog, Herona, dan lain 

sebagaina.  

Negara Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang 

struktur ekonominya sangat timpang. Karena basis ekonominya dimonopoli oleh 

kalangan masyarakat modern kapitalis yang menerapkan prinsip ekonomi 

ribawi.
5
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Melihat kondisi yang demikian, penulis ingin meneliti lebih mendalam 

tentang bagaimana praktik pembulatan timbangan yang akan berdampak pada 

berlipatnya tarif yang terjadi pada perusahaan penyedia jasa pengiriman barang 

di PT JNE Cabang Tulungagung dengan PT Kereta Api Logistik (KALOG) 

Tulungagung layak untuk dibahas. Melihat adanya perintah dalam Islam untuk 

menyempurnakan timbangan dan bersikap adil agar tidak adanya pihak yang 

merasa di rugikan. 

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus 

di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Pusat Tulungagung dan Kalog 

(Kereta Api Logistik) Tulungagung). 

 

B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan pada uraian konteks penelitian yang telah peneliti paparkan di 

atas, maka pembatasan objek pembahasan perlu dilakukan. Hal ini bertujuan 

untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. 

Peneliti memfokuskan permasalahan pada  pemahaman pembulatan timbangan 

yang ada di PT. Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) Cabang Pusat Tulungagung dan 

Kereta Api Logistik (Kalog) yang berada di Tulungagung. Untuk itu secara 

umum objek bahasan atau permasalahan tersebut dapat peneliti rumusankan 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di 

PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Tulungagung dan Kalog (Kereta Api 

Logistik) Tulungagung? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan 

jasa pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

Tulungagung dan Kalog (Kereta Api Logistik) Tulungagung? 

 

C. Tujuan Peneitian 

Berdasakan rumusan masalah di atas tersebut, maka tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan tentang praktik pembulatan timbangan jasa 

pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang 

Plosokandang Tulungagung dan Kalog  (Kereta Api Logistik) 

Tulungagung 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan 

timbangan jasa pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir 

(JNE) Plosokandang Tulungagung dan Kalog (Kereta Api Logistik) 

Tulungagung 
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D. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan 

berupa teori dan praktik yang ada di lapangan, khususnya yang 

berkaitan dengan hukum Islam.  

b. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang muamalah 

dan pada umumnya civitas akademika Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum 

c. Sebagai acuan peneliti berikutnya sehingga proses pengkajian akan 

terus berlangsung. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi 

tugas Seminar Proposal Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

b. Bagi lembaga, meningkatkan tingkat kajian keilmuan dan dapat 

menambah referensi literatur dalam perpustakaan. 

c. Bagi masyarakat, dapat memberikan kemanfaatan umum sehingga 

mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah 

SWT, Dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam 

acuan pelaksanaan pembulatan timbangan yang sesuai dengan 

syari’at Islam. 
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E. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan 

beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Konseptual 

a. Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dari dan menjadi 

bagian dari agama Islam. Hukum Islam juga diartikan sebagai 

ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini 

terdapat dalam al-Qur’an dan penjelasan-penjelasan Nabi 

Muhammad dalam kedudukannya sebagai Rasulullah yang kini 

dapat dibaca dalam kitab-kitab hasits.
6
 

Hukum islam dikenal sebagai syari’at. Syari’at menurut asal 

asal katanya berarti jalan menuju mata air. Dari asal kata tersebut 

syari’at Islam berarti jalan lurus yang ditempuh seorang muslim. 

Menurut istilah syari’at berarti aturan atau undang-undang yang 

diturunkan Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia 

sebagai hamba Allah, individu, warga, dan subyek alam semesta. 

syari’at merupakan landasan fiqh. Pada prinsipnya syari’at adalah 

wahyu Allah yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah 

Rasulullah.
7
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b. Pembulatan  

Pembulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

yaitu adalah proses, cara, perbuatan pembulatan.
8
 Pembulatan 

menurut istilah yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai 

bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan yang paling 

mendekati, dengan maksud agat tidak terlalu panjang dan rumit 

dalam menulis dan menyebutkan bilangannya. 

c. Timbangan  

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah alat untuk menimbang (seperti neraca, kati)
9
. Timbangan 

yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa 

atau berat suatu benda. 

d. Jasa pengiriman barang adalah perbuatan yang baik atau berguna 

dan bernilai dalam rangka perbuatan mengirimkan benda umum 

(segala sesuatu yang berwujud).
10

 Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Perusahaan jasa pengiriman barang adalah 

perusahaan yang bergerak dibidang layanan pengiriman barang, 

baik melalui jalur darat, jalur laut maupun jalur udara dengan 
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memberikan pelayanan secara efektif dan efisien guna memenuhi 

kepuasan pelanggan dalam mengirimkan barang. 

2. Operasional 

Dalam upaya pemberian pemahaman yang lebih jelas dan agar 

tidak terjadi kesalahpahaman maka peneliti memberikan definisi 

mengenai pembahasan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan 

Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di PT. Jalur 

Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Pusat Tulungagung dan Kalog 

(Kereta Api Logistik) Tulungagung)" ini adalah penelitian yang 

mendeskripsikan tentang bagaimana pandangan hukum islam tentang 

praktik dalam proses penimbangan barang dan proses pembulatan 

timbangan yang mempengaruhi upah atau ongkos pengiriman barang 

yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang JNE Pusat Tulungagung 

dan Kalog (Kereta Api Logistik) Tulungagung.  

 

F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan merupakan gambaran tentang urutan-urutan yang 

sistematis terkait pembahasan yang akan dibahas. Sistematika pembahasan ini 

ditujukan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan 

mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu 

menguraikan isi penulisan dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut: 
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Bab I, bab ini merupakan bagian pendahuluan, yang memuat konteks 

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan 

istilah, dan sistematika pembahasan. 

Bab II, adalah kajian pustaka. Dalam bab ini berisi tentang pemaparkan 

teori yang dipakai dalam penelitian ini, yang meliputi : Tinjauan Umum tentang 

Pembulatan dan aturan pembulatan, tinjauan umum tentang timbangan beserta 

standarisasinya, Jasa Pengiriman Barang, Hukum Islam yang menyangkut 

tentang pengertian hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, tujuan hukum 

Islam, konsep timbangan dalam Islam, dan upah-mengupah dalam Islam yang 

meliputi pengetian Ijarah, dasar hukum Ijarah, rukun dan syarat, macam-macam 

Ijarah.  

Bab III adalah metode penelitian. Dalam bab ini diuraikan beberapa 

metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal 

yang berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV, adalah hasil penelitian. Dalam bab ini akan membahas hasil 

penelitian yang berisi tentang deskripsi obyek penelitian tentang PT. JNE Cabang 

Plosokandang dan PT. Kereta Api Kalog (KALOG) Tulungagung, paparan data 

dan hasil penelitian tenkait pembulatan timbangan yang dilakukan PT. JNE 

Tulungagung dan Kalog (Kereta Api Logistik) Tulungagung.  
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BAB V, adalah pembahasan. Bab ini akan membahas tentang 

pembahasan. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian. Analisis 

pembulatan timbangan di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Tulungagung dan 

Kalog (Kereta Api Logistik) Tulungagung dan analisis yang didasarkan pada 

tinjauan hukum Islamnya. 

BAB VI, Bab ini merupakan penutup, pada bab ini akan memuat 

kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam 

penulisan penelitian ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta saran 

yang bersifat membangun dan diharapkan berguna pada masyarakat luas. 

 


